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Abstrak
Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J) merupakan bagian
penting dari pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan bertambah nya jumlah
penyandang disabilitas mental serta Orang Gangguan Jiwa (ODG]J) di
Lhokseumawe pada kondisi ini membuat warga Kota Lhokseumawe sangat
tidak nyaman dengan adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J) yang
keseluruhan belum ditangani pemerintah setempat. Dalam Hal ini
pemerintah Lhokseumawe harus memastikan adanya penanganan terhadap
kewenangan peran pemerintah kota dalam menangani orang dengan
gangguan jiwa (ODG]J) di Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis kewenangan peran pemerintah kota dalam menangani orang
dengan gangguan jiwa (ODG]) di Lhokseumawe serta untuk mengetahui dan
menjelaskan upaya pemerintah terhadap kewenangan peran pemerintah kota
dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODG]J) di Lhokseumawe.
Metode penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan hukum
empiris yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, dengan analisis terhadap
peraturan perundang-undangan yang relevan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta kebijakan daerah seperti Peraturan Wali
Kota dan program Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. sumber data dalam
penelitian ini berasal dari 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data
sekunder, teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara,
dokumentasi dan observasi, analisis data melalui metode deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian kewenangan pemerintah kota dalam menangani
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menunjukkan bahwa kewenangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe meliputi penyediaan layanan kesehatan
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dasar, rehabilitasi sosial, serta pendampingan dan reintegrasi sosial bagi
ODG]J. Pemerintah Kota telah berupaya melalui pembentukan tim terpadu,
penyediaan Puskesmas dengan layanan kesehatan jiwa, serta kerja sama
dengan rumah sakit jiwa. diketahui bahwa (1) Kewenangan pemerintah kota
dalam menangani ODG]J adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang
upaya untuk mewujudkan hak-hak ODG]J sebagai bagian dari warga negara
Indonesia yang haknya harus dilindungi oleh negara dan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang
merupakan sarana penting dalam upaya kesehatan jiwa agar dapat memenuhi
hak-haknya sebagai warga negara, termasuk memperoleh haknya atas
pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai sarana kesehatan tingkat lanjutan
telah mengatur fungsinya dalam memenuhi hak warga negara untuk
memperoleh pelayanan kesehatan secara utuh, termasuk ODGJ sebagai pasien
rumah sakit. (2) Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan Upaya serta
hambatan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berada di sekitaran
Kota Lhokseumawe. Tetapi, hingga kini belum dapat dikatakan baik,
pemerintah kota Lhokseumawe belum mencakup keseluruhan dalam
memenuhi hak-hak ODG]J, serta masih banyak ODGJ yang kurang ditertipkan
di jalanan sehingga mengakibatkan tergangguanya rutinitas dan
ketidaknyamanan Masyarakat.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Peran Pemerintah Kota, Kebijakan Kesehatan
Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa

Abstract
Currently there are many people with mental disorders (ODG]J) in the city of
Lhokseumawe. Actually, among the residents of Lhokseumawe there are people with
mental disabilities, including people with mental disabilities and the number of people
with mental disabilities and people with mental disorders in Lhokseumawe is currently
increasing. This condition makes Lhokseumawe residents very uncomfortable with the
presence of people with mental disorders (ODG]). In this case, the Lhokseumawe
government must ensure that there is a handling of the authority of the city
government in dealing with people with mental disorders (ODG]) in Lhokseumauwe.
The purpose of this study is to analyze the authority of the city government in treating
people with mental disorders (ODG]J) in Lhokseumawe and to find out and explain the
government's efforts towards the authority of the city government in dealing with
people with mental disorders (ODG]) in Lhokseumawe. This research method is a
qualitative type with an empirical legal approach located in Lhokseumawe City, the
data sources in this study come from 2 sources, namely primary data sources and
secondary data sources, data collection techniques are used through interviews,
documentation and observation, data analysis through descriptive methods. Based on
the results of research on the authority of the city government in dealing with people
with mental disorders (ODGJ), it is known that (1) The authority of the city
government in dealing with ODG]J is a set of rules that requlate efforts to realize the
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rights of ODG]J as part of Indonesian citizens whose rights must be protected by the
state and regulated in Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health which is an
important means in mental health efforts in order to fulfill their rights as citizens,
including obtaining their rights to health services. Hospitals as advanced health
facilities have regulated their functions in fulfilling the rights of citizens to obtain
health services in their entirety, including ODG]J as hospital patients. (2) The
Lhokseumawe City Government has made efforts and obstacles to people with mental
disorders around Lhokseumawe City. However, until now it cannot be said that it is
good, the Lhokseumawe city government has not covered the whole in fulfilling the
rights of ODG], and there are still many ODG]J who are not properly trained on the
streets, resulting in disruption of routine and discomfort for the community.

Keywords: Government Authority, The Role of City Government, Mental Health

Policy, People With Mental Disorders

A. PENDAHULUAN

Masalah kesehatan jiwa, khususnya gangguan jiwa, merupakan salah
satu isu kesehatan masyarakat yang semakin mendapatkan perhatian di
Indonesia. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J) menghadapi tantangan
besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun
dalam hubungan sosial mereka. Hal ini mencakup stigma sosial, keterbatasan
akses terhadap layanan kesehatan jiwa, serta kurangnya dukungan sosial
yang dapat menghambat pemulihan mereka.

Di sisi lain, masalah ODGJ tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor
kesehatan, tetapi juga memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai
sektor, seperti sosial, hukum, dan pemerintahan. Penanganan ODG]
melibatkan pemenuhan hak-hak mereka, memberikan layanan kesehatan
yang layak, serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat
dengan cara yang mendukung kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini,
peran pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota, sangat penting untuk
memastikan bahwa ODGJ] mendapatkan perhatian yang sesuai dan dapat
diakses di tingkat lokal.

Sudah menjadi keharusan bagi suatu pemerintah untuk merespon
berbagai macam permasalahan yang muncul dimana permasalahan setiap
negara akan berbeda dan akan berbeda pula dalam merespon permasalahan
tersebut. Salah satu respon yang ditunjukan adalah merespon masalah sosial
yang dilakukan melalui berbagai pelayanan sosial dengan memberikan
pelayanan berupa penjaminan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan dan
pelayanan sosial personal.

Negara bertanggung jawab terhadap jaminan sosial kepada seluruh
rakyatnya termasuk pada orang gangguan jiwa karena masih sama
masyarakat Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 34 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem
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jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyrakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Negara juga bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan kepada
seluruh rakyatnya sebagaimana tecantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang
Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Salah satu fenomena yang menunjukan bahwa masih adanya masalah
sosial saat ini diantaranya dapat dilihat dari banyaknya orang dengan
gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa merupakan salah satu masalah
yang kerap terjadi di dalam lingkaran masyarakat baik di perkotaan maupun
pedesaan. Penderita gangguan jiwa kerap kali terlihat di tengah atau
pinggiran kota tanpa pakaian yang layak dan mengganggu ketertiban dan
keindahan serta kenyamanan masyrakat lingkungan sekitar. Orang dengan
gangguan jiwa ini dapat dikatakan cacat mental. Ini karena berdasarkan
Kamus Besar Bahasa Indonesia cacat berarti kekurangan yg menyebabkan
nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada
badan, benda, batin, atau akhlak), sedangkan mental adalah bersangkutan
dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga.
Kemudian jika kita melihat arti dari “gangguan jiwa”, yaitu gangguan
ingatan. Hal tersebut menyebabkan hilangnya fungsi sosial atau disfungsi
sosial di dalam masyarakat yang mengakibatkan penderita tidak bisa
menyesuaikan diri dalam norma-norma untuk tata kehidupan yang wajar dan
berlaku umum.

Pada ketetapan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
menyebutkan bahwasanya “Indonesia adalah Negara hukum, mengandung
pengertian bahwa segala kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara
adalah didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah Negara yang
pemerintahnya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya, tanpa
membeda-bedakan asal usulnya, agamanya, dan srata sosialnyal.” Negara
hukum yang pemerintahannya menyerahkan keperluan-keperluan rakyatnya
secara tepat, termasuk sebuah kewajiban pemerintahan, bukan hal yang
melebihkan serta bukan juga hal yang mesti di prioritaskan. Indonesia
termasuk Negara hukum dimana jelas terdapat lindungan atas hak asasi
manusia itu sendiri. Seluruh manusia mesti memperoleh penyikapan yang
serupa statusnya.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara guna menjamin
kehidupan yang tentram lahir serta batin untuk semua warga negaranya.
Pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwasanya:

! Qamar dan Rezah, “Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan” Social Politic Genius (SIGn),
Makassar JI1. Muh. Jufri No.1, 2018, hlm. 3.
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“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sudah
dimuat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan Tampak jelas bahwasanya Indonesia dijamin
terdapatnya lindungan hukum hak asasi manusia sesuai ketetapan hukum
yang ada.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
yaitu “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
Mengenai Kesehatan bahwasanya “kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif.” Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 18
Tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa bahwasanya “kesehatan jiwa
merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik,
mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari
kemampuan.” Gangguan jiwa yaitu ketidak selarasan mental yang
menyebabkan ketidak normalan ataupun ketidak warasan perilaku ataupun
sikap yang bisa merintangi adaptasi diri.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
mengenai Kesehatan Jiwa yakni “Orang dengan gangguan jiwa yang
disingkat ODG]J adalah seorang yang mengalami gangguan dalam pikiran,
perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala
atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan
penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai
manusia.”

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014
Tentang Kesehatan Jiwa bahwa: “Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap
kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap
individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu,
dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau
masyarakat.”

Sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/ 1495/2023 ditetapkan pada 20 Juli 2023, keputusan ini
berfokus pada pengembangan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan
kesehatan jiwa. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan
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kesehatan jiwa bagi masyarakat, serta mengoptimalkan penanganan ODG]J
dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) secara dini.

Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan
Jiwa pada Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODG]
terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain,
atau mengganggu ketertiban atau keamanan umum.”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Kesehatan
Jiwa yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan
pemasungan, penelantaran, kekerasan atau menyuruh orang lain untuk
melakukan pemasungan, penelantaran, atau kekerasan terhadap Orang
Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) atau ODG] atau tindakan lainnya yang
melanggar hak asasi ODMK dan ODG], dipidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa
(1) upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan
tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat; (2) upaya
penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap
menghormati hak asasi penderita; (3) untuk merawat penderita gangguan
kesehatan jiwa digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang
memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa
“Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan
pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita
gangguan jiwa terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya
atau orang lain, atau mengganggu ketertiban atau keamanan umum.”

Upaya untuk menyelamatkan penderita gangguan jiwa sudah terdapat
dalam peraturan perundang- undanganan seperti pada Pasal 144 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan
bahwa upaya kesehatan jiwa menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

Kota Lhokseumawe adalah termasuk Kota madya yang terletak di
Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara. Terdapat ketentuan Qanun tentang
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J) di Aceh mengatur berbagai aspek
terkait penanganan dan pelayanan kesehatan bagi individu dengan gangguan
mental, Hal ini mencakup perawatan dan pengawasan yang dilakukan oleh
tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan beberapa
peraturan dan kebijakan untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa
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(ODG]J) dalam Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang Kesehatan. Qanun ini
mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa,
peran perangkat desa, dan upaya untuk mengurangi praktik pemasungan
terhadap ODGJ. Qanun Nomor 2 Tahun 2021 mengatur tentang retribusi
pelayanan, termasuk aspek layanan bagi ODG]J. Ini juga menekankan
pentingnya penyediaan sarana kesehatan yang memadai.

Meskipun aturan terkait kesehatan jiwa tersebut sudah ada mulai dari
tingkat pusat sampai dengan ke daerah tetapi belum juga menurunkan tingkat
penderita gangguan jiwa. Pada tahap pengimplementasian terkait masalah
orang dengan gangguan jiwa ini ditemukan ketidaksesuaian terhadap yang
sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Peneliti
menemukan bahwa masih ada beberapa orang dengan gangguan jiwa yang
masih menggelandang dan mengganggu ketertiban umum. Artinya
pemerintah kurang memperhatikan terhadap masalah orang dengan
gangguan jiwa. Pada kenyataanya pelaksanaan dalam menangani Orang
Dengan Gangguan Jiwa tersebut dirasa masih kurang optimal. Hal ini pasti
mengkhawatirkan masyarakat sekeliling sebab dapat saja individu yang
terkena gangguan jiwa itu tiba-tiba ngamuk serta bisa mencederai dirinya
sendiri ataupun mencederai siapa saja yang terdapat disekeliling individu itu.
Terlihatnya pemerintah minim memedulikan hal ini padahal ada hak mereka
selaku warga negara yang butuh diperdulikan serta supaya terealisasinya
keteraturan.

Berdasarkan penelitian awal peneliti mendapatkan data ODGJ dari
Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dalam jumlah Orang Dengan Gangguan
Jiwa dari tiga tahun terakhir, yang mana jumlah ODG]J yang terdaftar dan
terdata di Dinas Kesehatan Kota Lhokeumawe setempat adalah sebagai
berikut:

Tabel 1.1 data Orang Dengan Gangguan Jiwa di Dinas Kesehatan
Kota Lhokseumawe.

NO PUSKESMAS TAHUN

2021 2022 | 2023 | 2024
1 | MON GEUDONG 96 96 101 95
2 | MUARA DUA 61 61 61 58
3 | MUARA SATU 126 111 110 117
4 | BLANG CUT 30 30 33 32
5 | BLANG MANGAT 69 69 66 63
6 | KANDANG 42 42 45 44
7 | BANDA SAKTI 133 141 133 135
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| JUMLAH | 557 | 550 | 549 | 544 |
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

Berdasarkan masalah diatas, peneliti berminat guna mengkaji
mengenai “Kewenangan Peran Pemerintah Kota Dalam Menangani Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Lhokseumawe”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah
penelitian kualitatif. Penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian
lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat
langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiata
penelitian lapangan. Penelitian hukum sebagai penelitian yuridis empiris
dapat direalisasikan kepada penelitian ataupun kajian terhadap efektifitas
atau berlakunya suatu aturan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis
empiris. Pendekatan yang di dalam usulan penelitian, turun ke lapangan,
analisis data dan kesimpulan data.? Sifat Penelitian yang digunakan adalah
penelitian metode preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan terhadap suatu
bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-
fenomena yang ada, baik fenomena yang menggambarkan secara sifat suatu
individu keadaan tertentu.?

Populasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah kota dan perangkat
dinas-dinas kota yang terkait dalam penelitian terkait dengan Kewenangan
Peran Pemerintah Kota Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODG]J) Di lhokseumawe. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 2
sumber yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam
penelitian ini bersumber dari Informan dan responden. Sedangkan sumber
data sekunder terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: Bahan hukum primer yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang
terdiri dari buku di bidang hukum, makalah dan jurnal ilmiah, serta bahan
hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini sumber hukum
tersier meliputi kamus besarbahasa Indonesia dan situs internet yang
berkaitan dengan implementasi Konvensi Hak Anak terhadap anak
disabilitas.

Lokasi penelitian ini berada di daerah Kota Lhokseumawe, dipilihnya
lokasi ini karena peneliti ingin menganalisis Kewenangan Peran Pemerintah

2 Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris”, Kencana, Jakarta, 2016, HIm. 58.

3 Soerjono Soekanto, “Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah Masalah
Sosial”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, Him. 172.
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Kota Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J) Di
Lhokseumawe. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan
dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif .

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Pemerintah Kota Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODG]J) Di Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang
memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan tingkat urbanisasi yang
tinggi. Wilayah ini memiliki beragam permasalahan sosial, salah satunya
adalah peningkatan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J), baik yang
tinggal bersama keluarga maupun yang terlantar di ruang publik. Pemerintah
Kota Lhokseumawe melalui perangkat daerahnya bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan layanan dasar termasuk kesehatan jiwa dan kesejahteraan
sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa, kewenangan pemerintah daerah mencakup urusan wajib
pelayanan dasar, termasuk pelayanan kesehatan dan sosial. Di Kota
Lhokseumawe, pelaksanaan kewenangan ini diemban oleh Dinas Kesehatan,
Dinas Sosial, serta Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.
Pemerintah Kota memperoleh kewenangan melalui:

a. Atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-
undang.

b. Delegasi, berupa pelimpahan tugas dari pemerintah pusat/provinsi.

c. Mandat, dalam bentuk pelaksanaan teknis oleh satuan kerja daerah
berdasarkan instruksi.

Tetapi dalam suatu peraturan yang telah ditetapkan, peneliti
menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa masih sering diabaikan oleh
penanggung jawab penyedianya, salah satunya adalah fasilitas kesehatan
yang terabaikan dan tidak layak mendapatkan pelayanan kesehatan:

1. Upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa menjadi tanggung

jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan
oleh tenaga medis yang berkompeten di tempat yang tepat dengan
menghormati hak asasi pasien.

3. Merawat penderita gangguan jiwa dengan menggunakan fasilitas
kesehatan khusus yang memenuhi persyaratan dan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam dunia kedokteran dan hukum, Nomor 18 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Jiwa. Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Kesehatan Jiwa
menyatakan bahwa “Orang dengan gangguan kesehatan jiwa yang
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selanjutnya disebut ODGJ adalah orang yang memiliki masalah fisik, mental,
sosial, perkembangan, dan/atau kualitas hidup dan yang berisiko mengalami;
cacat fisik atau gangguan mental.

Rumah Sakit juga mengatur organisasi rumah sakit. Organisasi ini juga
tergolong peraturan yang wajib dan tidak boleh diabaikan oleh pihak rumah
sakit. Sebagai penjamin pelayanan yang komprehensif, manajemen rumah
sakit harus melaksanakan fungsi manajemen rumah sakit berdasarkan prinsip
transparansi, tanggung jawab, kemandirian, akuntabilitas, kesetaraan dan
keadilan.

Kemudian peraturan Perundang-Undangan yang menjadi indikasi
penyelenggaraan pekerjaan psikiatri dan pemenuhan penuh terhadap standar
pelayanan psikiatri berupa peraturan daerah terpadu berupa peraturan
internal rumah sakit (hospital by law), meskipun 29 Code of Obligations rumah
sakit mengatur perkembangan dan pelaksanaan peraturan internal rumah
sakit (hospital law). Faktanya, para peneliti tidak menemukan peraturan
internal yang sejalan dengan persyaratan hukum. Terlebih lagi masih banyak
di jumpai ODG]J yang berkeliaran dijalanan dan mengganggu Masyarakat
serta fasilitas umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulfitri, Wakil Direktur SDM dan
Informasi RS Cut Meutia. “Walaupun diperlukan peraturan daerah untuk
penafsiran khusus terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat
umum atau terkadang tidak tepat, hal ini tidak menghalangi rumah sakit
dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan kesehatan pada umumnya
dan pelayanan kesehatan jiwa pada khususnya. Oleh karena itu, untuk
sementara rumah sakit menerapkan peraturan lama peraturan dan
membangun rumah sakit baru berdasarkan undang-undang sebagai
kebutuhan internal dan sebagai acuan dalam melaksanakan hak masyarakat
atas pelayanan kesehatan jiwa. Di kepolisian, pengorganisasian administrasi
rumah sakit menjadi penting. Secara khusus, pembuatan pedoman peraturan
rumah sakit. Pasalnya, hubungan hukum yang berlaku di rumah sakit dinilai
sangat kompleks dan terus berkembang sesuai dengan perubahan nilai dan
norma sosial. Dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran hukum
masyarakat, maka supremasi hukum dalam sistem pelayanan kesehatan
harus diperluas yang pada hakekatnya memberikan kepastian hukum bagi
pasien, dokter dan rumah sakit. Kepastian hukum dan perlindungan hukum
berlaku bagi pasien, dokter dan rumah sakit sesuai dengan hak dan
kewajibannya.

Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan ODG]J di rumah sakit dan komite
medis rumah sakit juga sangat diperlukan. Karena profesionalisme tenaga

4 Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. him. 27
5 Amir Ilyas, 2014, Pertanggungjawaban pidana Dokter dalam malpraktik medik di Rumah
Sakit, Rangkang Education.
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medis merupakan jaminan bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang

bermutu dan perlindungan pasien atau ODGJ] selama menjalankan hak

manfaat. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 755 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komite Medik di Rumah Sakit

yang melatarbelakangi persiapan mereka:

a. Keterampilan profesional staf perawat harus ditingkatkan untuk
menjamin mutu pelayanan kesehatan dan menjamin keselamatan
pasien;

b. Komite Medis memainkan peran strategis dalam memantau efisiensi
dan perilaku staf medis rumah sakit dan dalam melakukan audit medis.

c. Peraturan-peraturan yang ada tentang kerja asosiasi kedokteran harus
diubah dalam semangat profesionalisme, sebagaimana tertuang dalam

undang-undang dan peraturan pelayanan kesehatan dan perawatan
kelembagaan. Oleh karena itu, ketika mengembangkan peraturan
rumah sakit untuk mengarahkan layanan psikiatri dan perlindungan
orang yang hidup dengan HIV di rumah sakit, rumah sakit harus
mematuhi semua peraturan perundang-undangan, serta kemungkinan
peraturan menteri dan peraturan daerah. Mekanisme pengaturan
hukum yang tidak efektif mempersulit penegakan hak-hak ODG]J di
rumabh sakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Pencegahan Penahanan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemantauan
Kesehatan Jiwa Sehubungan Dengan Kegiatan Penegakan Hukum, Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka bentuk kewenangan hukum bagi
penderita gangguan jiwa di pelayanan kesehatan Indonesia adalah dalam
struktur perundang-undangan:

1. Terjaminnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada pelayanan
kesehatan yang mudah dijangkau dan memenuhi standar pelayanan
kesehatan jiwa.

2.  Memastikan bahwa pengaturan ODG]J mencapai kualitas hidup yang
sebaik mungkin dan menikmati kehidupan spiritual yang sehat tanpa
rasa takut.

Jaminan pesanan membebaskan ODGJ dari belenggu.

Pengaturan Penjaminan Rehabilitasi dan Pemberdayaan ODG]J.

5. Jaminan untuk mengatur pemeriksaan kesehatan jiwa bagi tersangka
dan korban, serta tersangka dan penuduh dengan bukti penyakit jiwa
untuk kepentingan hukum.

6. Jaminan regulasi ketersediaan obat psikotropika berdasarkan
kebutuhan.

= W
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7. Jaminan persetujuan tindakan medis.
8. Organisasi yang terjamin akan informasi yang jujur dan lengkap
tentang kesehatan mental.
9. Menjamin perlindungan terhadap segala bentuk penelantaran,
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
10. Lembaga menjamin kebutuhan sosial sesuai dengan derajat gangguan
kesehatan jiwa.
11. Pengaturan yang terjamin untuk mengelola aset sendiri.
12. Menjamin hak-hak pasien di rumah sakit.
13. Menjamin persamaan hak bagi warga negara.
14. Menjamin pengaturan perlakuan yang sama di semua bidang
kehidupan.
Penderita penyakit gangguan jiwa terkadang masih banyak yang terlantar
di Kota Lhokseumawe. Hal ini menyebabkan keresahan masyarakat sekitar
terhadap ketidaknyamanan lingkungan. Menurut ibu Laila yang merupakan
masyarakat Kota Lhokseumawe dia mengatakan bahwa ada sebagian orang
dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di kawasan Lhokseumawe yang
membuat kerusuhan serta berkeliaran tanpa sehelai pakaian dan
menyebabkan kerugian didalam lingkup masyarakat. Terlebih lagi masih
banyak di jumpai ODGJ] yang berkeliaran dijalanan dan mengganggu
Masyarakat serta fasilitas umum.

Kasus penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Lhokseumawe
sebagian juga membuat masyarakat kasihan dan iba karena ada beberapa
ODGJ yang dilecehkan dan juga mengalami tindakan kekerasan dari
masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
masyarakat Kota Lhokseumawe, di temukan fakta bahwa ODG] tersebut
kebanyakan laki-laki dari pada perempuan, penyebabnya beranekaragam
yang merupakan faktor kemiskinan, kekerasan seksual, trauma yang
mendalam, dan juga perjudian.

Terdapat juga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J) yang berkeliaran
dijalanan disebabkan karena pihak keluarga yang tidak mampu merawat dan
membawa pasien ke rumah sakit jiwa. Sehingga sering kali ditemukan pasien
dengan gangguan jiwa yang tidak terurus dan bahkan banyak dari mereka
yang menjadi pelampiasan amarah atau candaan masyarakat yang tidak
bertanggungjawab.

Dari kasus tersebut pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih
memperhatikan pasien ODGJ yang di jalanan, dan pemerintah juga harus
sering melakukan sosialiasi tentang cara menangani ODG]J, agar masyarakat
sadar dan tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap
ODG]J yang berada di jalanan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ODG]J
juga memiliki hak-hak serta kewenangan untuk mendapatkan penanganan
pemerintah kota sesuai dengan perundang-undangan.
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b. Hambatan Dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Penanganan Orang

Dengan Gangguan Jiwa Di Lhokseumawe

Walikota Lhokseumawe memerintahkan kepada Dinas Kota
Lhokseumawe untuk menjalankan tugasnya sebagai badan eksekutif sosial
pemerintahan, Walikota Lhokseumawe mengeluarkan Surat Keputusan
Walikota berupa Perwal No. 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tugas. Tugas dan tata kerja Dinas Sosial Kota Lhokseumawe
Pasal 5 yang berbunyi:

“Tugas lembaga kesejahteraan sosial adalah mengelola kegiatan
administrasi dan pengembangan bidang sosial, bidang sosial, dukungan
pendapatan dan rehabilitasi sosial, mengoordinasikan, melatih,
melaksanakan pedoman umum dan teknis bidang sosial dan
melaksanakan lainnya. tugas yang relevan dengan kebijakan berdasarkan
peraturan walikota”.

Walaupun pelaksanaan kewenangan Walikota Lhokseumawe dalam
penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J) adalah Walikota
Lhokseumawe dari segi praktis, namun pelayanan kesehatan mendapat
kewenangan dari walikota termasuk dalam surat amanat Pemkot untuk
Peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J), saat melakukan pengawasan
harus dilampirkan surat amanat tersebut. Hal itu untuk memungkinkan
anggotanya bertindak sebagai pengawas Peraturan Daerah (Perda) Kota
Lhokseumawe sesuai ketentuan yang berlaku.®

Terdapat pula Hambatan dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah
Kota Lhokseumawe terhadap Penanganan ODG] sebagai berikut:

1. Keterbatasan = Sumber Daya Manusia (SDM) Profesional
Pemerintah Kota Lhokseumawe masih kekurangan tenaga profesional
seperti psikiater, psikolog klinis, perawat jiwa, dan pekerja sosial.
Sebagian besar Puskesmas belum memiliki tenaga kesehatan jiwa yang
memadai untuk pelayanan komprehensif terhadap ODG].

2. Minimnya Fasilitas Penunjang, Kota Lhokseumawe belum memiliki
fasilitas rehabilitasi khusus atau rumah singgah bagi ODGJ. Rujukan
terhadap pasien gangguan jiwa sering kali harus dilakukan ke Rumah
Sakit Jiwa di Banda Aceh, yang jaraknya cukup jauh dan
membutuhkan biaya transportasi serta pendampingan.

3. Keterbatasan Anggaran Daerah Alokasi anggaran untuk program
penanganan ODGJ masih sangat terbatas. Kegiatan seperti sosialisasi,
penyuluhan, pemulihan, dan reintegrasi sosial belum mendapatkan
porsi anggaran yang memadai dalam APBD.

6 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Zora Sofia.SKM, Kasie PTM Keswa dan Napza,
Rabu 13 November 2024, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
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4. Kurangnya Regulasidan Pedoman Teknis Daerah, Belum terdapat
ganun (peraturan daerah) atau peraturan wali kota (Perwal) khusus
yang secara spesifik mengatur tata kelola penanganan ODG].
Akibatnya, implementasi program masih bergantung pada kebijakan
sektoral masing-masing dinas dan belum terintegrasi.

5. Stigma dan Diskriminasi dariMasyarakat, ODGJ masih sering
dianggap aib keluarga atau ancaman bagi masyarakat, sehingga warga
sering menolak kehadiran mereka di lingkungan sekitar. Ini
menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial ODG]J.

6. Koordinasi  Lintas Sektor yang  Lemah Penanganan ODG]
membutuhkan kerja sama antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol
PP, kepolisian, serta rumah sakit. Namun, koordinasi antarinstansi ini
sering tidak berjalan efektif, menyebabkan penanganan kasus ODG]J
bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

7. Keterlambatan Responster hadap Kasus Darurat Ketika terjadi
gangguan ketertiban umum oleh ODG]J, respons dari pihak berwenang
sering terlambat karena belum adanya sistem penanganan darurat
terpadu atau tim tanggap cepat di tingkat kota.

8. Terbatasnya SumberDaya Baik tenaga medis maupun fasilitas khusus
bagi ODGJ] masih sangat terbatas, termasuk belum adanya rumah
singgah permanen khusus ODG]J.

9. Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor Belum terbangunnya sinergi
optimal antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, dan instansi
vertikal lainnya menghambat keberlanjutan program.

10. Stigma dan Penolakan Masyarakat Masih ada resistensi dari
masyarakat yang menganggap ODG]J sebagai beban atau aib, yang
menyulitkan proses reintegrasi sosial.

11. Keterbatasan Anggaran Daerah Anggaran program kesehatan jiwa dan
kesejahteraan sosial sering tidak menjadi prioritas utama dalam
perencanaan APBD.

Berdasarkan hasil wawancara, langkah apa saja yang dilakukan Walikota
Lhokseumawe dalam mengatasi gangguan jiwa (ODG]J)? “Walikota
Lhokseumawe telah mengadakan Kelompok Sosialisasi Bagi Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODG]J). Wali Kota Lhokseumawe akan menertibkan dan
menindak orang dengan gangguan jiwa (ODG]J) yang dianggap mengganggu
dan mengancam ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kota Lhokseumawe
Dewan akan terus memantau Orang dengan Penyakit Jiwa (ODG]) dan lebih
banyak patroli penyakit jiwa akan dilakukan untuk melindungi mereka yang
menderita di rumah sakit tergantung pada keadaan ODG]J.”

7 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Muklis, Staf Bagian Hukum, Kamis 10
Oktober 2024, Pukul 12. 21Wib. Lokasi Kantor Walikota Lhokseumawe.
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Berdasarkan hasil wawancara mengenai asal usul orang dengan
gangguan kesehatan jiwa (ODG]J) di kota Lhokseumawe. Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODG]J) di kota Lhokseumawe berbeda di daerah ini, ada yang
dari kota Lhokseumawe dan ada yang dari luar kota Lhokseumawe bahkan
luar Aceh, yang juga temukan.? Ada laporan orang dengan gangguan
kesehatan jiwa (ODGJ) diantar malam oleh pihak tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara tentang capaian Walikota Lhokseumawe
dalam penanggulangan orang sakit jiwa (ODG]J): “Peraturan dan kebijakan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mencapai hasil
yang luar biasa yaitu menurunkan jumlah penderita orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) di Kawasan Kota Lhokseumawe, dapat mewujudkan ketertiban
umum, ketentraman, kebersihan dan keindahan Kota Lhokseumawe.?

Pemerintah kota Lhokseumawe memiliki tanggung jawab penuh dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODG]J) berdasarkan hasil penelitian tentang bagaimana Rumah Sakit Untuk
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J) Cut Meutia memberikan pelayanan
medis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan RS Cut Meutia,'® maka
tugas penyembuhan setiap penyakit jiwa yang ada di Rumah Sakit Cut Meutia
adalah menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa
seperti pelayanan kesehatan unggulan dan pelayanan kesehatan dasar lainnya
di pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa unggulan dan lainnya.
Penyediaan dasar di sektor jasa.

Tugas utama kesehatan mental: preventif, kuratif, suportif dan
rehabilitatif yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu melalui peningkatan
rujukan. Saat merawat pasien gangguan jiwa dengan derajat penyakit
tertentu, penyakit yang paling ringan diukur dari berapa lama waktu yang
dibutuhkan untuk sembuh, bahkan dilaporkan Rumah Sakit Cut Meutia.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pasien gangguan
jiwa sudah sembuh, jika pasien dapat berkomunikasi, dapat melakukan
aktivitas seperti orang pada umumnya, maka akan diperiksakan ke dokter jika
hasil menunjukkan pasien tersebut telah didiagnosis sembuh, dipulangkan
menghubungi keluarga pasien. Durasi minimal perawatan yang ditawarkan
oleh rumah sakit adalah dua minggu.!

8 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Zora Sofia.SKM, Kasie PTM Keswa dan Napza,
Rabu 13 November 2024, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.

° Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Muklis, Staf Bagian Hukum, Kamis 10
Oktober 2024, Pukul 12.21 Wib. Lokasi Kantor Walikota Lhokseumawe.

10 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Zulfitri, Wadir Sumber Daya Manusia Dan
Informasi, Rabu 13 November 2024, Pukul 11.00 Wib. Lokasi Rumah Sakit Cut Meutia.

11 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Zulfitri SKM.,M.Kes, Wadir Sumber Daya Manusia
Dan Informasi, Rabu 13 November 2024, Pukul 11.00 Wib. Lokasi Rumah Sakit Cut Meutia.
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Berdasarkan hasil wawancara tentang hambatan yang dihadapi RS Cut
Meutia dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien gangguan jiwa.
Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi RS Cut Meutia adalah:
1) Beberapa anggota keluarga pasien tidak sepenuhnya mendukung rumah

sakit ketika keluarga pasien diresepkan gangguan jiwa, sangkar ketika
pasien dirawat di rumah sakit dinyatakan sembuh oleh dokter, oleh
keluarga pasien ketika rumah sakit memberi tahu "bahwa pasien
dinyatakan sembuh dan keluarganya harus membawanya kembali" dan
pihak keluarga tidak menerima telepon dari rumah sakit, sehingga ada
yang terpisah dari rumah sakit dan keluarga dari beberapa pasien
menganggap rumah sakit sebagai tempat perlindungan bagi orang dengan
masalah kesehatan jiwa (ODG]J) dan bukan tempat perawatan sementara.
Pasien sering membuat ulah dan bahkan mengancam staf medis selama
perawatan.

2) Pasien tidak diharapkan dengan kerabatnya karena menderita sakit fisik,
seperti sakit gembur-gembur, dll, sehingga sulit bagi tenaga medis untuk
mendapatkan pengobatan.

3) Pasien tidak memiliki alamat lengkap sehingga pihak rumah sakit sulit
mengembalikan pasien ke keluarganya ketika pihak rumah sakit
mengumumkan kesembuhannya.

4) Stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih
sangat tinggi sehingga dukungan masyarakat terhadap RS sangat kurang
sehingga RS Cut Meutia sulit mewujudkan visi dan misinya, mendukung
pemerintah dalam pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di
Kota Lhokseumawe.1?

ODG] yang berada di Rumah Sakit Cut Meutia terdapat beberapa jenis
penyakit yang sering dialami oleh pasien, yaitu:

a. Skizofrenia merupakan bentuk psikosis fungsional yang paling parah
dan menyebabkan gangguan kepribadian yang paling besar, penderita
terputus dari kenyataan sehingga pemikiran dan perilakunya menjadi
tidak normal.

b. Depresi adalah periode disfungsi manusia terkait dengan sifat
kesedihan dan gejala yang terkait dengannya.

c. Ketakutan adalah perasaan takut dan cemas seseorang dalam
menanggapi ancaman yang tidak ditentukan.

d. Gangguan kepribadian adalah suatu keadaan yang menyebabkan
gangguan jiwa dan perilaku tidak sehat yang biasanya menyimpang
dari orang normal.

e. Gangguan jiwa organik adalah gangguan jiwa psikotik atau non
psikotik yang diakibatkan oleh disfungsi jaringan otak.

12 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Zulfitri SKM.,M.Kes, Wadir Sumber Daya Manusia
Dan Informasi, Rabu 13 November 2024, Pukul 11.00 Wib. Lokasi Rumah Sakit Cut Meutia.
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f. Gangguan perilaku masa kanak-kanak dan remaja, anak dengan
gangguan perilaku yang bertentangan dengan tuntutan sosial,
kebiasaan atau norma.!3

Gangguan jiwa disebabkan oleh beberapa faktor yang selalu berinteraksi

satu sama lain, yaitu:
1. Faktor psikologis (psikogenik) atau psikoedukasi
a. Interaksi ibu-anak perempuan: normal (kepercayaan dan rasa aman)
atau abnormal karena kesalahan, distorsi dan pemisahan (rasa
ketidakpercayaan dan keragu-raguan)
peran ayah
Persaingan saudara kandung
Kecerdasan
Hubungan dalam keluarga, pekerjaan, bermain dan masyarakat
Kehilangan yang menimbulkan kecemasan, depresi, rasa malu atau
rasa bersalah
Konsep awal: rasa identitas diri versus peran tidak aman
Keterampilan, kemampuan dan kreativitas
Model adaptif dan pertahanan diri dalam menanggapi bahaya

j. tingkat perkembangan emosi.
2. Faktor sosiokultural (sosiogenik) atau sosiokultural

1) stabilitas keluarga

2) model pendidikan

3) tingkat keuangan

ODGJ yang tinggal di Kota Lhokseumawe juga sering dianiaya oleh

keluarganya. Berdasarkan fakta yang ada di masyarakat, masih terdapat
keluarga di Kota Lhokseumawe yang melakukan tindak pidana perampasan
kemerdekaan (rantai) terhadap pasien ODG]J, dan rantai dilakukan karena
keluarga pasien mengatakan bahwa pasien tidak lebih aman. dilepaskan dan
menimbulkan kerugian bagi masyarakat.14

Dinas Kesehatan memberikan upaya secara hukum untuk melindungi

penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana perampasan
kemerdekaan (perbudakan) berdasarkan hasil wawancara Peneliti
mendapatkan data dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe:

a. Identifikasi tindakan ini untuk menindaklanjuti laporan atau
keberadaan ODG]J

b. Pembentukan kelompok itu dilakukan setelah ada proses identifikasi
dan diketahui ODG] dirantai

mo N o

By

13 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Zulfitri SKM.,M.Kes, Wadir Sumber Daya Manusia
Dan Informasi, Rabu 13 November 2024, Pukul 11.00 Wib. Lokasi Rumah Sakit Cut Meutia.

14 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Zora Sofia.SKM, Kasie PTM Keswa dan Napza,
Kamis 10 Oktober 2024, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
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c. Kunjungan rumah, kunjungan ke rumah ODG]J dan keluarga ODG]
memberikan kepercayaan terhadap larangan perbudakan

d. Pemeriksaan kesehatan lengkap, pemeriksaan fisik dilakukan oleh
dinas kesehatan

e. Kegiatan di luar ruangan dan pendidikan

f. Detasemen Jika ODG] terlepas pada saat pelepasan, harus ada petugas
kesehatan yang memberikan obat untuk menenangkan ODG]J.

g. Referensi Rumah Kemitraan

h. Perawatan lanjutan harus dipesan oleh penyedia layanan kesehatan
setelah ODG]J dibebaskan dari pengekangan. 1

Dalam kajian ini, Kota Loksumawe telah melakukan upaya signifikan

untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui perlindungan sosial,
rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial bagi Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODG]J).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan,

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Penanganan ODG]

pada Undang-Undang Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Jiwa yakni “Orang dengan
gangguan jiwa yang disingkat ODG]J adalah seorang yang mengalami
gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi
dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang
bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam
menjalankan fungsi orang sebagai manusia.” Kewenangan ini
memungkinkan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menetapkan
kebijakan dan program khusus dalam rangka penanganan ODG] sesuai
kebutuhan lokal.

. Dalam pengupayaan Strategi penanganan ODGJ] di Lhokseumawe
berfokus pada pendekatan berbasis komunitas, pelayanan kesehatan
dasar, rehabilitasi sosial, dan perlindungan hak-hak ODG]J. Meskipun
telah banyak langkah konkret yang dilakukan, Pemerintah Kota masih
menghadapi tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga
kesehatan jiwa, stigma sosial terhadap ODG]J, serta koordinasi antar
instansi yang perlu terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, peran
Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menangani ODG]J sudah berada
dalam jalur yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi khusus
Aceh dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, optimalisasi
penanganan ODG]J ke depan tetap memerlukan dukungan kebijakan yang

15 Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Zora Sofia.SKM, Kasie PTM Keswa dan Napza,

Kamis 10 Oktober 2024, Pukul 14.50 Wib. Lokasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
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lebih kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerjasama
yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial.
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